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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 167/PMK.07/2019
TENTANG

PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL

Menimbang

Mengingat

PADA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Otonomi Khusus, alokasi Kurang
Bayar DBH yang telah dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara menurut daerah provinsi
dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Penyaluran Kurang Bayar

Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,

dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1148);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYALURAN
KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN
ANGGARAN 2019.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 1
Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun
Anggaran 2019 sebesar RpS5.000.000.000.000,00 (lima
triliun rupiah).
Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyelesaian
sebagian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2019.
Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. sebesar Rpl1.626.636.280.641,00 (satu triliun enam
ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh
enam juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus
empat puluh satu rupiah) untuk penyelesaian
sebagian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam Mineral dan Batu Bara Tahun Anggaran
2017; dan
b. sebesar Rp3.373.363.719.359,00 (tiga triliun tiga
ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh
tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus
lima puluh sembilan rupiah) untuk penyelesaian
sebagian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun
Anggaran 2017.
Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan
huruf b menurut daerah provinsi/kabupaten/kota
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id



2019, No. 1431

Pasal 2

(1) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Mineral dan Batu Bara Tahun Anggaran 2017
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a,
terdiri atas:

a. Iuran Tetap sebesar Rp7.301.930.213,00 (tujuh
miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh
ribu dua ratus tiga belas rupiah); dan

b. Royalti sebesar Rpl.619.334.350.428,00 (satu
triliun enam ratus sembilan belas miliar tiga ratus
tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu
empat ratus dua puluh delapan rupiah).

(2) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b,
terdiri atas:

a. Minyak Bumi sebesar Rp1.121.734.351.706,00 (satu
triliun seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus
tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu
ribu tujuh ratus enam rupiah); dan

b. Gas Bumi sebesar Rp2.251.629.367.653,00 (dua
triliun dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus
dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh

tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 3
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.07/2019 tentang
Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun
Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 561), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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RINCIAN FENYALURAN HURANG BAYVAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYVAK BUMI DAN GAS BT

MENURUT PROVINE]/ HABUPATEN/HOTA
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